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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil kinerja 

program antara Program KJP dan KJP Plus menerangkan bahwa Program KJP 

terbukti menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Program KJP 

Plus. Gubernur DKI Jakarta yang terpilih Anies Baswedan (periode 2017-2022) 

memiliki tiga janji politik untuk Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yaitu 

(1) memperluas fitur-fitur KJP agar bias digunakan oleh semua anak, (2) membuat 

pelaporan keuangan otomatis yang dapat dipantau oleh pemerintah, dan (3) 

menggabung KJP dan KIP terkait pendataan. Namun hasil pengukuran dengan 

model performance based management systems menunjukkan bahwa janji politik 

tidak bisa terwujudkan. 

Terkait variabel input, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah aktor 

yang terlibat memang lebih banyak KJP Plus dibandingkan dengan program KJP, 

namun dengan banyaknya aktor yang terlibat justru KJP Plus cenderung lebih 

memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan KJP, hal ini 

terjadi lantaran kurangnya inetgrasi antar aktor sehingga menimbulkan 

permasalahan. Sumber daya anggaran KJP Plus jauh lebih besar dibandingkan 

dengan anggaran KJP dan harapannya adalah KJP Plus bisa lebih unggul 

dibandingkan dengan KJP, namun pada kenyataannya anggaran yang bernominal 
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besar tidak bisa menjamin keberhasilan suatu program, namun dari segi input KJP 

Plus lebih memiliki banyak aktor dan anggaran dibanding KJP. 

Terkait variabel output, KJP Plus memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan saat 

program KJP masih berjalan, hal ini lantaran karena KJP Plus bisa memperluas 

sasarannya dan juga besaran dana yang diberikan juga jauh lebih besar 

dibandingkan pada saat program KJP. KJP Plus lebih unggul karena besaran dana 

yang didapatkan oleh para siswa jauh lebih besar dibandingkan dengan KJP.  

 Terkait variabel outcome, yaitu dampak dan manfaat KJP Plus dinilai lebih 

memberikan dampak dan manfaat karena KJP Plus dapat dicairkan. Outcome 

unintended lebih banyak dirasakan dibandingkan dengan inteded dikarenakan 

tingkat kejujuran dari orang tua pengguna KJP Plus masih sangat kurang, masih 

banyak orang tua yang beranggapan bahwa KJP Plus merupakan produk 

pemerintah yang dibiayai oleh negara,  masih banyak orang tua pengguna KJP Plus 

yang belum mentaati peraturan, dan yang terakhir adalah ditemui toko-toko yang 

melakukan jasa ilegal dalam pencairan dana KJP Plus.  

 Terkait variabel proses, proses sosialiasi tidak ada perbedaan antara 

sosialisasi yang dilakukan Disdik DKI Jakarta terhadap program KJP dan KJP Plus. 

Proses Administrasidiketahui bahwa KJP Plus justru lebih memiliki banyak 

prosedur atau tahapan namun orang tua tidak bisa mentaati aturan administrasi. 

Proses Evaluasi: evaluasi KJP Plus dinilai tidak sebaik saat evaluasi KJP karena 

kurangnya monitoring dan pengawasan dari pihak penyelenggara. Sehingga dalam 
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variabel proses, yang menjadi permasalahan dalam KJP Plus ada pada proses 

administrasi dan evaluasi. 

Terkait variabel efisiensi, jumlah sumber daya KJP Plus dan jumlah 

anggaran yang digunakan untuk KJP Plus lebih banyak dibandingkan KJP tetapi 

sumber daya dan anggaran belum digunakan secara maksimal. Kesimpulannya KJP 

Plus belum efisien dalam menjalankan programnya dilihat dari sumber daya dan 

anggaran yang digunakan. 

 Terkait variabel kualitas, KJP Plus lebih banyak menerima keluhan 

dibandingkan dengan kepuasan hal tersebut membuat KJP Plus belum berkualitas 

dalam memenuhi standar yang sudah ditentukan. Keluhan yang dihasilka dari 

program KJP Plus dirasakan dari penerima KJP Plus.  

 Terkait variabel informasi penjelas ditemukannya kesenjangan data dengan 

hasil survey yang dilakukan Tim Lapangan (TL) karena ditemukan orang tua 

pengguna KJP Plus yang berindikasi melakukan pemalsuan alamat  dan ditemukan 

fakta bahwa hanya 20% dari 532 siswa SDN Lenteng Agung 01 Pagi yang benar-

benar layak menggunakan KJP Plus. Selain itu terdapat juga indikasi bahwa potensi 

penyelewengan alokasi bantuan dana karena ditemukan orang tua pengguna KJP 

Plus yang menggunakan narkoba dan hal tersebut merupakan pelanggaran dalam 

memenuhi syarat menggunakan KJP Plus. Informasi penjelas yang terakhir yang 

menjadi permasalahan adalah kurangnya dukungan teknologi sehingga 

menyebabkan sistem IT KJP Plus masih minim karena website KJP Plus sering 
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mengalami server down dan tidak user-friendly yang menyebabkan orang tua 

pengguna KJP kerap mengalami kesulitan dalam mengakses website KJP Plus. 

 Dari hasil kesimpulan yang sudah dijelaskan, hasil kinerja dan proses tata 

kelola program KJP Plus tidak lebih unggul dibandingkan dengan KJP karena dari 

tujuh variabel, Program KJP Plus memiliki banyak permasalahan yang dirasakan 

oleh para pengguna dan juga para pelaksana.  

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam mengatasi masalah yang terjadi 

pada program KJP Plus yaitu: 

1. Dilakukannya pengawasan yang lebih ketat dan berkala agar mengurangi 

tindakan yang melanggar aturan dan memberikan sanksi tegas kepada para 

pelanggar aturan 

2. Perbaikan sistem administrasi dari sisi pengajuan, verifikasi data, dan 

pencairan dana. 

3. Membuat smart aplikasi yang mudah dioperasikan oleh pengguna KJP Plus 

agar para pengguna tidak mengalami kesulitan dalam mengakses situs 

resmi.  
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